LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH'HNGKATIISUKOHARJO
NOMOR : 15 TAHUN 1991 SERI D NO. 7

e —
——

———
—_——
—
—_—

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 27 TAHUN 1990

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa air bersih adalah merupakan ke -
butuhan pokok masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya;

b. bahwa untuk menjamin daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya atas
pengelolaan air minum yang ada di dae -
rah Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk/
didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;

c. batwa untuk itu perlu diatur dalam Per-
aturan Daerah.
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tep _
tang pokok-pokok Pemerintahan di Daeray,.

2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tep_
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupgy _
ten dalam Lingkungan Propinsi Jay,

Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ten _
tang Perusahaan Daerah jo Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyatagp
Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang
dan Peraturan Pemerintah  Penggantj

Undang-undang;

4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 ten -
tang Pengairan; |

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1983 tentang Pedomnan Ker jasama
antara Perusahaan Daerah dan Pihak
ketiga;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan
dan . Pengawasan Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ndmwr
690. - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

9. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menterj, Pekerjaan Umum ,Nomor 3
Tahun 1984 Nomor 26/KPTS/1984 tentang
Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek
Air Bersih Pengelolaan sementara dan
Penyerahan Pengelolaannya;
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10. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984

1 : .
' tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air
Minum " ;

11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri ,Pekerjaan Umum Nomor 5
Tahun 1985 Nomor 28/KPTS/1984
tentang Pedoman Struktur dan Perhitung-
an untuk menentukan tarip Air Minum
dari Perusahaan Daerah Air Minum dan
Bahan Pengelolaan Air Minum;

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
193/KPTS/ 1987 tentang Pembentukan Badan
Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo

|

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
I1 SUKOHARJO TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAFRAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT

11 SUKOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

‘Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo;
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b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
' Daerah Tingkat Il Sukohar Joj;

. c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupatl Kepala Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwaki-

lan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Suko -
harjo;

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupatéh Dae-
rah Tingkat II Sukoharjo;

Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada
Sekretariat Wilayah/Derah Tingkat II Sukohar jo;

o
Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wila-
layah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

h. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum ' '
: . pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat II Sukohar jo;
. i(ieiuhsda}haan Daerah Air Minumiadalah Perusahaan Daerah
1num Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukohar jo;

1 . erah Tingkat II Suko -
’ Juan Pripgi
Pejabat P adalgh S
g berw urat ;
Jabatap tertentu; hang, seseofangketerangan darl

dapat menduduki
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BAB 11

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) perusahaan Daerah Air Minum didirikap

Daerah Tingkat II SLLI{Oharjo; di Kabupaten

(2) Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tersebut
ayat (1) Pasal ini diberi Nama Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo.

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkan
tor Pusat di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat IT
Sukoharjo dan dapat mendirikan Cabang-cabang serta

 Perwakilan ditempat lain dalam Wilayah Kabupaten
‘Daerah Tingkat II Sukoharjo.

(2) Pendirian- Cabang-cabang serta Perwakilan sebagai -
mana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direksi
dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB III
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA PDAM

Pasal 4

S.ifat Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberikan
Jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.
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Pasal 95

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberikan
pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adi)
dan merata secara terus menerus yang memenuhi  syarg;_

syarat kesehatan.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum dalam melayani Air Minyp
bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :

a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarang
penyediaan Air Minum;

b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air
secara merata dan efisien;

c. Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya
pengambilan air secara liar;

d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyara-
kat secara tertib dan teratur;

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI,TATAKERJA DAN PERMODALAN

Pasal 7

Struktur organisasi dan tatakerja di Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjoterdiri
dari :

a. Badan Pengawas;

b. Direksiy:

c. Unsur-unsur Staf.
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b.

Ce

Pasal g

erdiri dari

pirektur Utama;
pirektur Bidang Umum;

pirektur Bidang Teknik,

Pasal ¢

pirektur Utama mempunyai tugas :

a.

Direktur Utama mempunyai tugas sebagaimana dimaksud
didalam Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air
Minum;

. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama bertanggue

jawab kepada Bupati Kepala Daerah;

. Direktur Utama wajib mengadakan rapat pada waktu

tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyeleng-
garaan tugas dan urusan unit-unit Perusahaan Air
Minum;

. Apabila Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan

tugas pekerjaannya maka Bupati Kepala Daerah dapat
menunjuk seorang penggantinya :

P Salah satu Direksi yang ada;

tidak ada maka salah seorang
ngkat dan jabatannya serta
ur Utama.

2. Apabila Direksi
Pegawai yang tertua pa :
mampu dapat mewakili tugas Direkt
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pasal 10

Direktur Bidang Umum mempunyal tugas °:

mengendalikan kegiatan dj

dan .
kepegawalal dan kese.

a. Men koordinasikan
- keuangan,

bidang administrasi,
kretariatan;
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengada
an dan pengelolaan perlengkapan;

likan sumber-sumper penda -

c. Merencanakan dan mengenda
dan kekayaan perusahaan;

patan serta perbelanjaan

d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan reke-
ning penggunaan air dari pelanggan;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Direktur Utamza;

£. Dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Umum Bertang
gung jawab kepadz Direktur Utama.

Pasal 11

Direktur Bidang Teknik mempunyai. tugas :

a. Mengkgo?dinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegia -
tan'dlbldang , perencanaan, teknik, produksi, distri
husi, dan peralatan teknik;

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan

%gﬁzi%asi produksi sumber mata air dan sumber mata air
, ]

c. Mengkoordinasikan ke-iatan-kegi :
: 723 -keglatan i =
latan teknik dan bahan-bahan E. #* pengujian pera

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleb
Direktur Utama;

e. dalam menjalankan tugas Direktur Bid :
4 ang Teknik ber -
tanggung jawab kepada Direktur Utama. = '
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Pasal 19

- gidang Umum membawahi .
e

!
o jan keuaﬂgan )

" jan Langganan;

. D38
gagian Umum-

Ce

Pasal 13

pgian Keuangan mempunyai tugas :
.. llengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;
b. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan;

¢. Merencanakan dan mengendalikan sumber pendapatan
serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan;

¢. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan;

e. Bagian kcuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab
kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal. 14

Bgian Langganan mempunyai tugas :

& Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa
Penggunaan air berdasarkan meters;

data

xenyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan
®Igurus penagihan rekening langganan;

pelaYan
lolaan dat

Y _ langganar,
p:gyelenggarakan fungsi-fungsl ana laﬁgga“an
8€lolaan rekening dan penge

d M :
. en ' . er alr,
_.dalﬁrllenggarakan fungsi pengawasan migr AP |

meter air dan administrasi me |

pengen

¢
O
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VMelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olep
atasan/pimpinan;

. Bagian pelayanan langganan dipimpin oleh Kepy,

Bagian dan dalam menjalankan tugasnya bertanggUmg
jawab kepada Direktur Bidang Umum

Pasal 15

Bagian Umum mempunyai tugas :

d.

Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatap

dibidang administrasi, kepegawaian serta kesekreta -
riatan ;

. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumah-

tanggaan, Peralatan Kantor dan Perundang-undangan;

. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;

Mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan
perusahaan;

. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian dan dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direk-
tur Bidang Umum.

Pasal 16

Direktur Bidang Teknik membawahi :

Q O T w

Bagian Produksi;

Bagian Distribusi; |
Bagian Perencanaan Teknik;
Bagian Peralatan Teknik.
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Pagal 17

Ragian Produksi mempunyai tuguH :

a.

. Mengatur,  menyelelenggarakan fung

M@nye}enggarakan cbpengendalian . kua it
kuantitas produksi air, te ' o el v

. 3 masuk  penyusun: ,
kebutuhan material produksi; Penyusunan  rencna

mesin, ketenagaan, kualitas septy laboratoriynm.
ratorium;

Melaksanakan tugas-tugas 1lain yang

— diberikan ole
atasan/pimpinan; n oleh

Bagian produksi..dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
dan . dalam mengjalankan tugasnya hertanggung jawah
pada Direktur Bidang Teknik.

Pasal 18

Bagian Distribusi mempunyai tugas :

. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa dis-

tribusi dalam rangka pembagian secara merata dan te-
rus menerus serta melayani gangguan;

b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan,

pipa pompa tekan dan pelayanan gangguanj

C. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan;

d.

Bagian Distribusi dipimpin oleh Seorang Kepala ?g&;;
an dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
kepada Direktur BagianTeknik.

124

Scanned with CamScanner

si-fungsi mekanik

Bt o N — SR S Sl e R, SR

i — —



Pasal 19

Bagian Perencana Teknik mempunyal tugas

a.

b.

e‘.

Mengadakan pﬁrsodinnn cadangan air minum guna kep@rhj
an distribusi; .

Merencanakan pengadaan teknik bangunan air mip,
serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termy _
suk menjamin rencana kebutuhan;

. Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk prg _

gram-program penyambungan dan pengawasan pendistpj_
busian;i

. Membantu Direksi dan memberikan saran-saran day

pertimbangan kepada Direksi;

Bagian Perencanaan Tehnik dipimpin oleh Kepala Bagigy
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawap
kepada Direktur Bidang Tehnik.

Pasal 20

Bagian Peralatan mempunyai tugas :

a.

b.

Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;

Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;

. Memhantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan

oleh atasan;

. Bagian Peralatan Teknik dipimpin oleh Kepala Bagian

dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Direktur Bidang Tehnik.
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Pagal 21

1) Modal perusahaan Dacrah Afy.
( .

Mi
] v nr ) | r”
pi darl kekayaan Pemorin

'5"'|Ur‘;]i—
AN Daepyy,

nNya terds
Yang le'.i‘;]?."/:_:rv.
al Perusahaan Dacrah Ajp y

(2)

. . INUm teraeras «.
]:)a.c_;a'] ini (](,‘Il[{-l.ll l’r,‘f'.’«;rﬂ,u'j'm_“ Dex SEOUL Ayat (1 ’

, ) i g ’/;’rl [J(. s | b ’ .

ot pacrah dapat ditamhbap darij [ ,r’;/, lan Pak _
Anggaran Keuangan Dacrah, pf:nyr-rtl o s
tah dan Pinjaman. '

BEZan

aan?&da:iwﬂn*ﬁ
AV ¥

(3) Semua alat likuid yang berbentuk gy,
pan di Bank Pemerintah yang

Kepala Daerah.

g tunai disinm
ditunjuk olen Bupat i

BAB " V i

PENGANGKATAN. DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI

Pasal 22

(1) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum diangkat oleh
Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keah-
lian dalam bidang pengelolaan Perusahaan serta
syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menun -
jang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya dan sesial
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Bupat.i Kepal:a
Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih
dahulu dimintakan Persetujuan Prinsip kepada Guber-
nur Kepala Daerah dengan dilampiri :

a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidil
kan dan pengalaman kerja;
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b, Sueat Pernyvatann apati Kepaln U:'lf‘l','lll VaNg e,
| Cnkan balhwa calon AngRota Direksl vang (,“”'-HIL_;'IJ'
Cldake mempunyad hubungan ke Tuarga sampa i ”“Pn.u{
ketign, baik menurul garis hlvnm LU knnnm
ping l.wnuuunatnvnnnllluhn\ fpar;

e, l‘l"l‘l\‘il]‘il‘ Garan-snran dan ])(!_I'[.IIII‘)JI_II;J;':IH I;,'“,”“/:’

atas calon-calon, Vang diusulkan;

( N D! and S Al avy:

(3) Syarat-syarat sebagalmana dimaksud pada  ayat, (1
Pasal ini adalah :

a. Syarat Umm @

. Warga Negara Indonesia;
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha FEsa;
. Setiadan taat  kepada Pancasila dan Undang.
undang Dasar 194953
. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintyp
Republik Indonesia;
. Mempunyai rasa Pengabdian kepada Negara dap
bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputy
san Pengadilan; -
7. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak
langsung setiap kegiatan yang mengkhianati
Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI
atau organisasi terlarang lainnya;
8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak
melebihi 55 tahun dan mempunyai pengetahuan,

keckapan dan pengalaman di bidang pengelolaan
Perusahaan/teknis air minum.

L5 I S

[3
——

o

b. Syarat-syarat khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemim
pinan ;

Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalam
an pekerjaan dibidang pengelolaan perusahaan/
tehnis air minum; g

3. Berwibawa dan Jujur;

2.
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R

(4

) permohonan persetujuan prip
ini, disampaikan kepadg Bupati ke
pat-lambatnya 3 (tiga) bul

4. Disumpah dan dilant |
Daerah; '
., Syarat-syarat lain yang
Kepala Daerah, '

Olef Bupat i Kea |-
2 B

o

Adite :
Cntukan Oleh Hirst i

S1P pada ayat (2) Pasa]
yat (2) Pasgaj

pala Daerap se | am-
an sebe|ym

gota Dil"@kSi yang la_ma berakhir_ .j?lb?i tan ang -

(5) Anggota Direksi tidak
jabatan rangkap sebagaimg

. Jabatan Struktural dan Fup

dlbenar'kan untuk memangi,
angki
na tersebhyt dibawah ini .

lainnya yang berhubungan dengan
pernEAEET; g pengelolaan

. gsional lainnva dalam
Instansi dan atau lembaga Pemerintah Puysat dan

Daerah;

. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pera-
~turan Daerah dan Ketentuan Pefaturan Perundang-

undangan yang berlaku.

(6) Gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul
Badan Pengawas.

Pasal 23

(1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat Qiberhenti
kan oleh Bupati Kepala Daerah, meskipun jabatannya
b elum berakhir, karena :

a.
bl
Cs

Meninggal Dunia;

Permintaan sendiri; . ‘
Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan peru -
sahaan Daerah atau bertentangan dengan kepenting

an Nepgra :

i i i apat
» Sesuatu hal yang mengakibatkan 1a tidak dapa

melaksanakan tugasnya secara wajar.
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(2) Khusus daiam hal diduga terdapat tindakan tersepy,,

(3)

(4)

dalam ayat (1) hurut c Pnsu! ini, AﬂggoLa Direkg;
yang bersangutan dibgrheqtlgan _untuk wsementapa
dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah sSesua i
dengan usul Badan Pengawas.

Pemberhentian sementara itu diberitahukan secarg
tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkman,
Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertaj
alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentlan gg _

mentara tersebut.

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagai -
mana tersebut ayat (3) Pasal ini dilakukan sebagaj
berikut :

a. Anggota Direksi yang bersangutan diberi kesempat
an untuk membela diri dalam suatu sidang yang
diadakan wuntuk itu oleh Badan Pengawas dalan
waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi ter -
sebut diberitahukan tentang pemberhentian semen-
tara,. _
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak
hadir dalam persidangan tersebut, yang bersang -
kutan dianggap menerima apapun yang diputuskan
oleh Badan Pengawas;

b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apa -
kah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap
diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhen-
tian sementara itu dibatalkan dan segera menyam-

paikan keputusannya secara tertulis . kepada
Bupati Kepala Daerah; |

C. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima
nya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat
ini Bupati Kepala Daerah mengeluarkan keputusan
dan pemyampaian secara tertulis kepada Anggota
direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan
Anggota Direksi lainnya.

Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak
dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka |
ngmherhentian sementara §ty menjadi batal-menurnt

ramy
e L)
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, Jika sidang tersebut paga

. Jika Keputusan Bupati Ke

. . . a" at 4 p P ..
tidak diadakan oleh Badan Pe y (4) Pasal ini

ngawas dalam waktu |
(satu? bulan setelah pemberhentian sementara itu
dlpemtahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal
ini, maka usul pemberhentjian dimaksud ayat (2)
Pasal ini dan Keputusa Y

oleh Bupatl Kepala Daersh

menjadi batal menurut hukum; Vang  bersangkutan

Kepala Daerah pada .ayat:
(4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui

oleh Direksi yang bersangkutan atau

Badan Penga}wa.s, maka pihak yang berggggkﬁieelﬁ
dapat mengajukan permohonan banding secara ter -
tulis kepada Instansi atasan dengan disertai
alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah
keputusan tentang pemberhentian termaksud dite —
rimanya.

Instansi atasan mengambil ‘keputusan terhadap
banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2
(dua) bulan sejak surat banding diterimanya.

Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang
bersangkutan.

. Apabila Irstansi atasan tidak mengambil keputus-

an terhadap permohonan banding tersebut dalam
waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, ma
ka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebutjmen-

jadi batal menurut hukum sehingga permohonan

banding yang bersangkutan dianggap diterima.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Pada setiap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Peng_a{—
was yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala
Daerah.
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gobag imana dimaksud ayal (1) Pasa) "

(2) Pengecualinn oty juan torlehih dahaly dap

harus dimintakan per
pejabal yang berwenang -

1aksanakan pene.
re hertugas untuk Me : 2.,
LR i Ih(l.ll l\':k l';(wl'ut-;.flh-]rm pDacrah  termg, “; &
seelolaa rusSalieu L),
terhadap pengelol

- ’ T Iy o o r
Pelaksanaan Rencand Kerja dan Anggaran Perusahaan,

Pasal 25

Badan Pengawasan melaksanakan tugas, -wewenang lda.n tang.
gung jawabnya sesuail dengan ketentuan-—ket_entuan yan
berlaku terhadap perusahaan Daerah dan ‘ men,]algnkan ke
putusan-keputusan serta petunjuk—petunJuk dari Bupat;
Kepala Daerah.

Pasal 26
Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajibanﬂ

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala
Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran

Perusahaan serta perubahan/tambahannya, dan laporan-
laporan lainnya dari Direksi;

. Mengawasi pelaksanaan 'Rencana Kerja dari Anggaran
Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya

kgpada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Direksi Perusahaan Daerah;

Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam
hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera
melaporkannya kepada Bupati Kepala Daerah dengan

disertai saran mengenai langkah x
ditempuh; gkah perbaikan yang harus

Memberikan pendapat dan saran ke '
pada Bupati Kepala
Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan

Daerah mengenal setiap masalah lainnya yang dianggaP
penting bagi pengelolaan Perusahaan;
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R Mel akukan 11[1"'"":'" Lugas pengawa: an lain vane A
. ¢ F " } VellIEE €31 tewmts,
gan oleh Bupati Kepala Daerap. yang ;

Memberikan laporan kepada Bupati Kepals fu..
perkala (Triwulan dan Tahunan) Irr .,',"A(."' o W
waktu yang diperlukan mengena i pﬂrépmhirlhqﬁlrf'
haan Daerah dan hasil pelaksanaan tuene o @ oL

HIS3
an tugas Badan Pere-
was Perusahaan Daerah, A5 Badan Penga -

Pasal 27

palam melaksanakan tugas sebagaimana dim )
pasal26 Peraturan Daerah ini, aksud

Hemperhatikan :

a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah
dengan senantlasa memperhatikan efisiensi Perusahaan:

)

b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daeran
serta Kketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

pada
Badan Pengawas wajib

c. Pemisahan tugas Pengawas dengan tugas pengurusan
Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung
jawab Direksi;

Pasal 28

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas
mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Melihat buku-buku dan surat-surat dokumen-dokumen
lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan
ferifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;

b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan
kantor yang digunakan Perusahaan;

an dari Direksi Perusaha-

C. M . . _ 1
eminta penjelasan-penjelas ngkut pengelo

an mengenai segala persoalan yang menya
laan Perusahaan;
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) ¥ ' p [ v f'r_- an
d. Meminta Direksi dan atau n':g,;:h:?,l I;,f:lljl,, : ,,)”F";'
: : q r e hacl L e DA bes o1,
pengetahuan  Direksi  untuk  mengh iy,
Pengawas;

©. Menghadiri rapat Direksi dan m‘»‘;T!':“i'('."l"‘;’r::ﬂ]:’I’"”"""”W'rl
pandangan terhadap hal-hal yang (1DI1CAFARAI;

. sebagaimana diatur 1.
f. Hal-hal yang dianggap perlu bob}f}]{;ﬂ é dal gy,
Peraturan Pendirian Perusahaan Daeranh.

Pasal 29

t sekurang-kurangn
1 Pengawas mengadakan rapa ehya
Y ga?ililga)ngulan sekali dan bila sewaktu-waktu dipep_

lukan;

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasa] inj
dibicarakan hal-hal yang berhubungan dquan Perusa.-.
haan sesuai dengan tugas pokok., fungsi dan hak
serta kewajibannya;

(3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar
musyawarah untuk mufakat; &y

(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

pat mengangkat seorang

Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas;
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(1) Badan Pene
‘ CENgawas e )
Peratur: = Be BAImang qir, &
helgls AN Daepal - na Chn:ﬁ;m;,‘d dalam Pasal 23
“UYemerintay o STAird daps  Deds
nya L\whubnmh Daerah/ ey ‘.’5”11 unsur-unsur Peja
e I]El ™ e = N dc ] t: ~ - & -
ahli yane di:n dengan Pe““%hm;] E vang kegiatan
- L= A Oriore Sdlcle A Y - - «
tugas Badan p (B8P caky dan “€rah dan tenaga
) — Thgawas, 0 MAMDU - melaksanakan

(2) Bupati

(1) Anggoty Badan p

(2) I?lgamping Syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Paga
ini Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan meml:k;
kepentingan yang bertentangan atay menggangeu kepegti
ngan Perusahaan Daerah, : :

Pasal 33

(1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya
2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (1ima) orang
yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas.

(2) Masa jabatan Anggota dan Ketua Badan Pengawas ada —
lah 3 (tiga) tahun.

(3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatan |
nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Pera-
turan Daerah ini.
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pasal 34

Antara sesama Anggota Badan Pﬂngawgi ?”?pzntzrﬂ gy,
Hadun Pengawas dengan ]‘)irr‘!k’-‘%? CIE ): | Aa = h‘lhrshﬂ{kr
keluarga sampai derajat ketigd, _hal-. m“?”rur gar;.
Jurus mqnpun garis kesamping termasuk .mr,nar} -fJ dan ipap
Jika wetelah pengangkatan mereka masuk dalam h”h”ﬁrgar
keluarga vang terlarang itu, rpa.ka U”“J_k mla_ﬂ.jutbr
Jabatan nva itu diperlukan ijin tqrtu]..Ls dari Ejupatj
Kepala Dacrah setelah mendengar pertimbangan dari pe,
hat vang berwenang.

Pasal 35

Apabila Bupati Kepala Daerah bependapat bahwa anggots .
anggota atau salah seorang anggota Badan Pengawas sete.
lah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidsx
dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Bupatj
Kepala Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapa:
persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 36

(1) Anggota Badan - Pengawas tidak dibenarkan merangkap
Jabgta.n lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat
menimbulkan pertentangan kepentingan secara largsug

maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan
Daerah yang hersangkutan,

(2) Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengecuali-

an dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini.

Pasal 37

Semua pembiayaan dalam ra
Pengawas dibebankan Perus
kutan,

ngka Pelaksanaan Tugas Badal
ahaan Daerah yang bersang
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Pasal 38

pengangkatan dan pemberhentian Badan Pe

I 76 ngawas diatu
oleh Bupatl Kepala Daerah. & r

Pasal 39

(1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum
dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana, dﬁmaksud

ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu
oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 40

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan
berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat
yang berwenag. '

(2) Bupati Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap

Perusahaan Daerah Air Minum yang berhubungan dengan
hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah seba-

gaipemilik.

Pasal 41

Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah ten-
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan
Daerah Air Minum dengan berpedoman pada ketentuan per -
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

() Bupati Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan
Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Air Minum.
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(2) Bupati Kepala Daerah mengangkat dan qhnlrrlu.m iy
Ketua dan Anggota Direksd Perusahaan  Daerap Ay
Minum,

(3) Pengangkatan Ketua/Anggota Badan 'f"“““‘w"'“_"""“ Ang
| gota Direksi Perusahaan Daerah Al M)I_mun Sebaga img
ha dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal dni,q;
lakukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah  mendap,,
persetujuan Prinsip dari pejabat yang berwenang,

Pasal 43

Bupati Kepala Daerah melakukan Pelantikan dan pengambj
an sumpah Jabatan terhadap Ketua/Anggotz} Badan Pengawag
dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum sebelyp
menjalankan tugasnya sesual dengan ketentuan peraturap
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Honorarrium Ketua/
Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan gaji, penghasilan-
penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi Perusahaan
Daerah Air Minum berdasarkan Kketentuan-ketentuan
pokokkepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sesuai

dengan Kemampuan dan menurut prinsip-prinsip per -
usahaan.

(3) Bupati Kepala Daerah menetapkan pokok-pokok penggail

an dan penghasilan bagi pegawal Perusahaan Daerah
Air Minum,

137

-
Scanned with CamScanner



g

]

A

b+

Pasal 45
Kepala Daerah menetapk 2
yati x apkan Sty i
::Eusnhﬂ““ Daerah Air Minum, Ktur Organisas;

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 46

pupati Kepala Daerah atas usyl B

mg‘berhentikan untuk sementara Aigggtzeg?igizidagat
diduga telah melakukan tindakan yang' me}ugfi’kzi
Perusabaan Daerah Alr Minum atau tindakan yang
pertentangan dengan kepentingan Negara dan ata:
kepentingan Daerah serta memberitahukan pemberhenti
an sementara itu secara tertulis kepada Anggota

Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan
yang menyebabkan tindakan itu.

Dalam hal seluruh Anggota Direksi deberhentikan untuk
sementara oleh Bupati Kepala Daerah, maka Bupati
Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih dari
Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas
Direksi.

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, Badan Pengawas
harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang
bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah
menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatal-
kan pemberhentian sementaranya. Bupati Kepala Daerah
harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota
Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan ten-
tang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pember-
hentian sementara anggota Direksi dimaksud menjadi
batal,
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(5) Bupati Kepala Daerah merehabilitir /'\n;,r,gm,n, Dir'r,.k_,;.
vang pemberhentian sementaranya (.l'l ha_ta.l_kan atg,
menijadi  batal baik karena Bupati Kepala Dacryy
rid:ak memberi tahukan  keputusannya terhadap .
sidang Badan Pengawas maupul karena Badan Pengaw%
tidak mengadakan sidang.

Pasal 47

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan penyimpanan Uang
Perusahaan Daerah Air Minum pada Bank Pembangung,
Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang
penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuap

setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Peng,
was.

(3) Bupati Kepala Daerah . memberikap  persetujuan
terhadap pengeluaran obligasi dan. atau penerimaan
‘pinjaman-pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan
Daerah Air Minum dan memberikan persetujuan terha-
dap rencana kerjasama dengan pihak ketiga setelah
me ndengar pendapat/pertimbangan Badan Pangawas.

Pasal 48

Bupati Kepala Daerah mengesahkan rencana Anggaran Peru-
sahaan (RAP) selembat-lambatnya sebelum Tahun Buku baru
berjalan dan Laporan Keuangan Tahunan setelah tahun
buku berakhir yang diterima dari Direksi dengan mende-
ngar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 49
(1) Bupati Kepala Daerah menyampaikan Anggaran Perusa-
haan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan

Perhitungan Rugi/Laba) yang telah disyahkan sebaga?
mana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah inl
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kepada Pe jabat yang berwenang selamba t-1amba tnys
galam jangka waktu 3 (tiga) byjap.

(2) Laporan-laporan Sebégaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal 1ini disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah
“kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah.

Pasal 50
(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daeran
tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan
berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat

yang berwenang serta menunjukkan likwiditasnya
dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung
jawab tentang pekerjaan yang telah diseleszikan
oleh likwidatur.

«(3) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
Pasal 51

Bupati Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari Peja-
bat yang berwenang terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Semua kegiatan penyerdhan dan atau pemindahtanganan,
pembebasan dan atau penghapusan aktiva tetap perusa-
haan.

b. Mengadakan kerjasama patungan (Join venture) yang
berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA).

C. Mengadakan pinjaman luar negeri (Kredit Luar Negeri)

d. Mengadakan usaha kerjasama dengan pihak ketiga untuk
 Jangka waktu yang melebihi 5 (1lima) Tahun.
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BAB VI1I

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGj

Pasal 52

(1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum termg
Anggota Direksi yang dalam kedudukannya yang tiggy
dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat bep_
harga dan barang-barang persediaan yang Kkarep,
tindakan melawan hukum atau karena melalaikan keyg-
jiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan -
langsung atau tidak langsung telah menimbulkap
kerugian bagi Perusahaan Daerah Air Minum diwajib-
kan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang 8 tuntutan ganti rugi
terhadap Pegawai Negeri yang berlaku juga Kkepada
Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum.

(3) Semua. Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum yang
dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerah
an uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan
Daerah Air Minum yang disimpan didalam gudang atau
tempat penyimpanan yang khusus yang semata-mata
digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi-
kan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya

kepada Direksi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala
Daerai..

(4) Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini
tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengemail
cara mengurusnya kepada Badan Pengawas.

Tgntuta.n ganti rugi terhadap karyawan tersebut
dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

(8)

Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun
Juga sifatnya yang termasuk kategori Tata Buku dan
Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan
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.gh Air Minum atau ditempat 1,4, Yang djtuyn s
: in juk

e;al i Kepala Daer: ECUal i e
pa . Bupatl Pk ah k(?(_,Url]] Jika unt uk

F '!.‘r~r| -

019l : nindahkan ke Badan Peng.- ’
dip Ngawas dalam p. .
tard untuk kepent i 4l diang.
b pnya perlu pentingan suaty, pemer k_%an.::
BAB VIII
KEPEGAWATIO AN
Pasal 53
. i kat dan memberhentikan +
1) pireksi mengang x 1 karyawan atay
w8 Perusahaan Daerah Air Minum menurut Peratur

pekerja . , :
an Kepegawalan Perusahaan_ya.ng disetujui oleh Bgati
Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

(2) Kedudukan hukum dari gaji, pensiun dan sokongan
serta penghasilan lain dari Direktur Utama, Direktor-
direktur dan Karyawan/Pekerja Perusahaan Daerah Air
Minum pelaksanaanya diatur dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok

Peraturan Gaji yang berlaku.
BAB IX
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 54

(1) Selambat—lambatnya 3 (tiga) bulan sgbelqn. 1_:ahun
mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan

R?ncana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum ;m{ﬁ
| dimintakan persetujuan Bupati Kepala Daerah mela
# gembahan' Anggaran yang terjadi dalam p.e;',jaligzx_l
Ahun - Buky yang bersangkutan harus mendapat pe

) 142 |
Scanned with CamScanner




tuwjuan terlebih dahulu dari Bupat] Kepal,

[} ¥ [)r
melalul Badan Pengawas. ]

rffp;']_]
(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah Perm;
_ i tersebut pada ayat (2) pg., . Nt
an persetujuan ters - Yagg] s

. ] '

diajukan dan oleh Bupati Kepala Daerah tjiqgy ; k
keberatan secara tertulis, perubahan anggar‘an"ada—k
1 tep

4
but dianggap telah disahkan. te g@T

BAB X
PELAPORAN

Pasal 55

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum wajib menyampajikap
laporan Keuangan Tahunan, Triwulanan dan laporan berk,.
la lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan menupys
ketentuan Peraturan Daerah dan Ketentuan Perundang.
undangan yang berlaku kepada Bupati Kepala Daerah de-
ngan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 56

Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian
~atas hasil laporan Keuangan Tahunan serta laporan
lainnya dari setiap Perusahaan Daerah kepada Pejabat
yang berwenang dalam batas waktu selambat—lambatnyal:_5
(tiga) bulan setelah menerima Jlaporan dari direksl
Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan.

Pasal 57

(1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95

dan 56 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pad?
waktunya.

(2) Bentuk laporan pelaksaﬁaan tugas sebagaimana dimakSud

dalam ayat (1) Pasal ini ditet ‘Bupati KeP¥
la 2 by . apkan oleh Bup |
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BAB xi

pENF-TApAN PENGGUNAAN LABA SERTA pg
JASA PRODUKS | B

Pasal 58

(1) Penggunaan laba bersih diatyr sebagai berikut .

a. Untuk Anggaran - Pendapatan dan

-L Belanja Daerah -
b. Untuk Cadangan Umum -

c. Untuk Pembinaan dan Pengendalian
Perusahaan Daerah Air Minum 10 2
d. Untuk Jasa Produksi 0%

e. Untuk Cadangan Sosial dan Pendidikan 5

B

(2) Penggunaan laba bersih untuk cadangan umm bilamana
telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada peng-
gunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

(3) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan

BAB XII

TAHUN BUKU

Pasal 59

Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah Tahun
TakW]'_n. ' A
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BAR XTTH
PEILAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Pelaksanaan Peraturan paerah ini diserahkan kepgq,
Bagian Perekonomian.

(2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah inj,
ditﬁgaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan
Bagian Hukum.

(3) Untuk menunjang kegiatan operasional dan pengawasap
nva diberikan biaya operasional yang besarnya dj.

it tan dan Belap:
ditampung dalam Anggaran Pendapa ' ani
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Suoharjo.

BAB X1V
PEMBUBARAN

Pasal 01

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan
dengan feraturan Daerah.

(2) Semua Kexayaan Perusahaan Daerah Air Minum setelah
diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Pertanggung jawaban likwidasi dilaksanakan oleh
Badan Pengowes kepada Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggué

jawab  atas kerugian yang diderita oleh piha¥
ketiga.
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AR XV
PENUTUP

Pasal 62

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerap
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepaia
pDaerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. '

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
TingKat -1 SuKohar jo.

Sukohar jo,29 Desember 1990

DEWAN PERWAKTTAN RAKYAT DAERAH  BUPATT KEPALA DAFPAH TINGKAT 1T
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO SUKCHARIO
KETUA
ttd ttd
DJOKO WALUJO, BA Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubermur
Kepala Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah

Tanggal 3 Juni 19:91 No. 188.3/221/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAFRAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hulam

ttd

SARDJITO, SH "
NIP. 500 0% 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
" Nomor 15 Tanggal 24 Juni 1991 Seri D No. 7
" SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518
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